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PERATURAN DAERAH KABUPATEM MUARA EMIM
NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PEMDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! MUARA ENIM

batwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Memor 12 Tahun 2008, kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yvang dijabarkan kedalam
kebijakan umum APBD serta perioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara antara pemerintah daerah
dengan DPRD pada tanggal 5 Desember 2008, dan telah ditetapkan dengan Persetujuan Bersama antara DPRD Kabupaten Muara
Enim dan Bupati Muara Enim Momor ; 05/KPTS/DPRD/2008 dan Nomor : 985/KPTS/VII/ 2008 tanggal 31 Desember 2008,

- bahwa berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Momor

62/KPTS/VI/2009 tanggal 22 Januari 2009 terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2009 perlu dilakukan penyempurnaan, berdasarkan hal diatas maka Bupati Muara Enim bersama dengan Panitia Angearan
DPRD melakukan penyempurnaan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 02 Tahun 2009
tanggal 29 Januari 2009 sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun anggaran 2009,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan d. perly menetapkan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2009,
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Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959, Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan {Lembaran
Megara Indonesia Tahun 1959 Momor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Momor 1821);

- Undang-Undang Nomar 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1985 Momar

6B, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 12
Tahun 1994 (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Megara Republik Indaonesia Nomor
3569);

Undang-Undang Momor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Momor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Momor 34 Tahun 2000 (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 246 Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor 4048);

Undang-Undang Nomar 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomar 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3688},

Undang-undang Momor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Megara yang Bersih dan Bebas darf Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 3851 )

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Lentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 47,
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megara (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 5,
fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namar 4355):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Megara Republik Indonesia
Fahun 2004 Nomar 53, Tambahan Lembaran Megara Republik Indanesia Nomor 4389):

Undang-Undang Nemar 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Mewara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 66, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 44001,

Hndang-Undang Nemor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Masional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Fahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4421);

Hidang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 125,
I wmnbahian Lembaran Negara Republik Indonesia Momoar 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Widang Homor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemibaran Megara Republik
lidonesia nomaor 4844);
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14. Peraturan Pemerintah Momor 6% Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 118,
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Tambahan Lembaran Negara Republil lndanesia Momar 4138);

Peraturan Pemerintah Momor 66 Talwn 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesta Tabun 2001 Mo
119, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah MNomor 24 Talwn 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan HEIJa.I'IgaI'I Pimpinan dan Anggola Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Momor 90, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana lelah beberapakali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Momor 21 Tabwn 2007
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Namor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Homor 4712},

Peraturan Pemerintah Nomar 23 Tahun 2005 tentang Pengelalaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Megara Repubilik
Indonesia Tahun 2005 Momor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Namor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2005 Momor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Momaor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574},

Peraturan Pemerintah Momer 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momar 4575);

-Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4576},

Peraturan Pemerintah Nomar 57 Tahun 2005 tentang Hibah {Lembaran Megara Republik Indonesta Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4577
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Peraturan Pemerintah Momor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daeral (Lembaran Negara Republib Indonesia Tabiiy
2005 Homor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Mimimal (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubilik Indonesia Momer 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Megarn
Republik Indonesia Tahun 2006 Momor 25, Tambahan Lembaran Megara Republilk Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubal
dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomer 59 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomar 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggol
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Momor /)
wehagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomaor 4 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Bomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomer 8):

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tabun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Femerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomaor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dacrah Kabupaten Muara Enim {Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Mamor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomaor 23

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Muara Enim {Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomaor Z4);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim  (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008
Momaor 25);



Menetapkan :

3d. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momor 16 Tahun 2008 tentang Pembentulon Urganisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Momin £6);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentihan Oreanisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Momor £7);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-polkok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Momor 12);

37.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 20),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009



Pasal 1

Angraran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut

1. Pendapatan Daerah
. Belanja Daerah
Surplus/(Defisit)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Pembiayaan Neto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
b. Dana perimbangan sejumlah

. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah

Rp. 1.005.295.798. 910,00
Rp. 1.062.876.606.15% 81

Rp. (57.580.807.33/.11)

Rp. 68.130.000.000,00
Rp. 10.549.192,662,19
Rp. 57.580.807.337,81

Rp. -

Rp. 58.120.827.313,00
Rp. 860.568.894.712,00

Rp. 86.606.075.893,00



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapat i

4, Pajak daerah sejumlah Rp. 12.699. 850,000, 00
b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 13.925,.356, 840, (1)
€. Hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan sejumlah Rp. 4.992.735.253,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 26.502.8B5,220,00

{3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 426.885.244.712,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 399.027.650.000,00
. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 34.656.000.000,00

(4} Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ terdir dari jenis pendapatan;

a. Hibah sejumlah Rp. -
b. Dana darurat sejumiah Rp. -
¢, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 43,041,929.293,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  sejumlah Rp. 43.564.147 600,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumiah Rp. -



Pasal 3

(1} Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a4, Belanja Tidak Langsung Rp. 432.200.586.461.01

b. Belanja Belanja Langsung Rp. 630.676.019.792 00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a, Belanja pegawai sejumlah

b. Belanja bunga sejumlah

c. Belanja subsidi

d. Belanja hibah sejumlah

e. Belanja bantuan sosial sejumlak

f. Belanja bagi hasil kepada Desa sejumlah
8. Belanja bantuan keuanzan sejumiah

h. Belanja tidak terduga sejumlah

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdici dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai sejumlah
b. Belanja barang dan jasa sejumiah

c. Belanja Modal sejumlah

Rp. 372 811, 767.458.24
Rp. 11.946,177.94
Rp.  1.386.325.000,00
Rp.  4.436.148.000,00
Rp. 20.164.772 579,63
Rp.  36.716.948,00

Rp. 28.794.520.000,00
Rp. 4.536.440.000,00

Rp. 57.324.446.020,00
Rp. 189.308.687.877,00

Rp. 384.042 885.895,00
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(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimakud datais Pasal 1 teridict darl
2. Penerimaan sejumtah

b. Pengeluaran sejumlah

[£) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) horal a terdicl darl jenis pembiayaan :

-

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tabwn Angiaron sebelumnya sejumlah

b. Pencairan dana cadangan sejumlah
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yany diplaahban s fumilaly
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sefuimlah

—

. Penerimaan piutang daerah sejumiah

{3} Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural b terdirl dari jenis pemblayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah sejumlal
C. Permbayaran pokok utang sejumlah

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

K.

Hp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp. -

68, 130.000,000,00

10.549.192.662,19

68.130.000.000,00

10.384.254,125,00

164.918.537,19
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Pasal 5

Weatan tebih tanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
hotin vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

I Lampdran | Ringkasan APED
4 Lampiran || Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD |
L Lampiran 1l Rincian APED menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
1 Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,organisasi SKPD, Program dan Kegiatan:
Y Lampiran ¥ Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Dasrah dan Fungsi
dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
fi Lomnpiran ¥l Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan:
Lanpairan VI Daftar Piutang Daerah;
N Lampiran VI Daftar Penyertaan modal (investasi Daerah);
W Lampiran 1% Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;
b Lampdian X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya:
Lampiran Xi Daftar H:—:-gliaftan-}{egiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan diangearkan Kembali Dalam Talun
A Anggaran ini;
14 Lampiean Xl Daftar dana cadangan daerah;
L Lampiean X1 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah,

Pasal 6

Hipat menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Erim sebagai landasan operasional
(elaksanann APED,



Pasal ¥
Peraturan Dasrah ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan,

Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan peneipatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Endm

Uit aplan di Muara Enim
procli tangeal 31 Desember 2008

HUPATI MUARA ERIM

" W.. e ‘\.

Ceundangkan di Muara Enim HALAMUDIN DJINAP
pada tanggal 3 Februari 2009

ABDUL WAHABR MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA EMIM TAHUM 2009 HOMOR 1 SER| A
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